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BUPATI SUMEDANG

PROVINSI JAWA BARAT


RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
[bookmark: _Hlk86048553]WILAYAH PERENCANAAN PASEH
TAHUN 2024 - 2044


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang 
	:
	a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun   tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar;
b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bahwa RDTR ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai administrasinya;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan pasal 75 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, penyusunan rencana detail tata ruang untuk setiap Kawasan Pusat Kegiatan Perkotaan dan setiap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus menetapkan bagian dari Wilayah Kabupaten yang perlu disusun Rencana Detail Tata Ruangnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Paseh Tahun 2024-2044.

	Mengingat 
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2107 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262); dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1).

	

	MENETAPKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PASEH TAHUN 2024 – 2044


	

BAB  I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sumedang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan
strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun
RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam
RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat
SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan
batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok .
22. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional. 
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan. 
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan. 
27. Pusat Lingkungan Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga. 
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dasn embung.
30. Zona Hutan Lindung dengan kode HL, selanjutnya disebut zona hutan lindung (HL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
31. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, selanjutnya disebut dengan zona perlindungan setempat (PS) dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
32. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. 
33. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP, selanjutnya disebut dengan zona hutan produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
35. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang  berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
36. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
38. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
39. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
40. Zona Campuran dengan kode C, selanjutnya disebut dengan zona campuran (C) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu Blok yang sama. 
41. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
42. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha,  tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
43. Zona Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan zona lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
44. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin  kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
45. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
46. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
47. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
48. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
49. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8, yang selanjutnya disebut dengan sub-zona jalur hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
50. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP, selanjutnya disebut sub-zona hutan produksi tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor jenis tanah, kelas lereng, dan intensitas hutan yang memiliki skor di bawah 125 setelah dikalikan dengan angka penimbang, di luar kawasan hutan suaka alam, hutan lindung, taman buru, atau hutan pelestarian alam.
51. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona tanaman pangan (P-1) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
52. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
53. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
59. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, selanjutnya disebut sub-zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2) adalah peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi dalam satu Blok yang dikembangkan dengan intensitas menengah/sedang.
60. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan  WP.
61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
62. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, selanjutnya disebut sub-zona pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untukmelakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
63. Holding Zone adalah usulan perubahan peruntukan dan/atau fungsi zona menjadi zona peruntukan dan/atau fungsi lain, penggambaran di dalam peta rencana pola ruang menggunakan ketentuan holding zone, yaitu “kode zona asal/kode zona yang diusulkan”.
64. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
65. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang aturan dasar dan Teknik pengaturan zonasi berfungsi sebagai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
66. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
67. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
68. Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
69. Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat adalah pemanfaatan dengan syarat izin  berupa  analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
70. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
71. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
72. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
73. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
74. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
75. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
76. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker atau pagar samping pada persil yang dikuasai.
77. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker atau pagar belakang pada persil yang dikuasai.
78. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau sub-zona lainnya.
79. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B, adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
80. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
81. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
82. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air adalah ketentuan khusus pada kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
83. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
84. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ, adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
85. Conditional uses adalah TPZ yang memungkinkan suatu
pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan
keberadaannya untuk dimasukkan ke dalam satu Zona
peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak
memenuhi kriteria Zona peruntukan tersebut.
86. Zona Performa adalah TPZ yang merupakan ketentuan
pengaturan pada satu atau beberapa Zona/Sub-Zona dalam
satu Blok atau beberapa Blok yang aturannya tidak
didasarkan pada aturan prespektif, namun didasarkan pada
kualitas kinerja tertentu yang ditetapkan.
87. Zona Pengendalian Pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan
melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi
karakteristik kawasan. Dapat diterapkan sebagai bentuk
disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.
88. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
89. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah  kajian  mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerahUpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan dan /atau usaha yang tidak diwajibkan melakukan AMDAL.
90. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
91. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota.
92. Orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi.
93. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
94. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.
95. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
96. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
97. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
98. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
99. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
100. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
101. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
102. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
103. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
104. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
105. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.


BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2 
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Ruang lingkup peraturan bupati; dan
b. Ruang lingkup wilayah perencanaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
a. Tujuan Penataan WP;
b. Rencana Struktur Ruang;
c. Rencana Pola Ruang;
d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
e. Peraturan Zonasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup WP

Pasal 4 
(1) Ruang Lingkup WP Paseh yang selanjutnya disebut WP III meliputi seluruh wilayah perencanaan Paseh dengan luas 3.383,73 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh tiga) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi. 
(2) Batas WP III terdiri atas:
a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Conggeang;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tomo;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cisarua; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimalaka.
(3) WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi, terdiri atas:  
a. seluruh Desa Legok Kaler dengan luas 319,45 (tiga ratus sembilan belas koma empat lima) hektar;
b. seluruh Desa Legok Kidul dengan luas 232,20 (dua ratus tiga puluh dua koma dua nol) hektar;
c. seluruh Desa Paseh Kidul dengan luas 189,46 (seratus delapan puluh sembilan koma empat enam) hektar;
d. seluruh Desa Cijambe dengan luas 288,92 (dua ratus delapan puluh delapan koma sembilan dua) hektar;
e. seluruh Desa Pasirreungit dengan luas 339,47 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma empat tujuh) hektar;
f. seluruh Desa Padanaan dengan luas 880,96 (delapan ratus delapan puluh koma sembilan enam) hektar;
g. seluruh Desa Bongkok dengan luas 337,76 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma tujuh enam) hektar;
h. seluruh Desa Paseh Kaler dengan luas 393,94 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma sembilan empat) hektar;
i. seluruh Desa Haurkuning dengan luas 232,67 (dua ratus tiga puluh dua koma enam tujuh) hektar; dan
j. seluruh Desa Citepok dengan luas 168,90 (seratus enam puluh delapan koma sembilan nol) hektar.
(4) WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi menjadi 5 (lima) SWP meliputi:
a. SWP III.A, dengan luas 181,70 (seratus delapan puluh satu koma tujuh nol) hektar mencakup sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Paseh Kaler, sebagian Desa Legok Kidul, sebagian Desa Padanaan, sebagian Desa Pasirreungit dan sebagian Desa Cijambe;
b. SWP III.B, dengan luas 1.062,08 (seribu enam puluh dua koma nol delapan) hektar mencakup sebagian Desa Paseh Kaler, sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Legok Kaler, sebagian Desa  Legok Kidul, sebagian Desa Padanaan dan sebagian Desa Bongkok;
c. SWP III.C, dengan luas 613,27 (enam ratus tiga belas koma dua tujuh) hektar mencakup sebagian Desa Legok Kidul, sebagian Desa Legok Kaler, sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Haurkuning, sebagian Desa Cijambe dan seluruh Desa Citepok;
d. SWP III.D, dengan luas 641,67 (enam ratus empat puluh satu koma  enam tujuh) hektar mencakup sebagian Desa Cijambe, sebagian Desa Legok Kidul, sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Haurkuning, sebagian Desa Padanaan dan sebagian Desa Pasirreungit; dan
e. SWP III.E, dengan luas 885,02 (delapan ratus delapan puluh lima koma nol dua) hektar mencakup sebagian Desa Padanaan, sebagian Desa Paseh Kidul, sebagian Desa Pasirreungit dan sebagian Desa Bongkok.
(5) SWP III.A sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a meliputi:
a. Blok III.A.1, dengan luas 13,02 (tiga belas koma nol dua) hektar, meliputi sebagian Desa Paseh Kidul dan Paseh Kaler;
b. Blok III.A.2, dengan luas 65,72 (enam puluh lima koma tujuh dua) hektar, meliputi sebagian Desa Paseh Kidul dan Legok Kidul;
c. Blok III.A.3, dengan luas 43,34 (empat puluh tiga koma tiga empat) hektar, meliputi sebagian Desa Paseh Kidul, Padanaan, Paseh Kaler dan Pasirreungit; dan
d. Blok III.A.4, dengan luas 59,62 (lima puluh sembilan koma enam dua) hektar, meliputi sebagian Desa Paseh Kidul, Cijambe dan Pasirreungit.
(6) SWP III.B sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b meliputi:
a. Blok III.B.1, dengan luas 113,07 (seratus tiga belas koma nol tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Paseh Kaler, Bongkok, Legok Kaler, Legok Kidul dan Paseh Kidul;
b. Blok III.B.2, dengan luas 284,57 (dua ratus delapan puluh empat koma lima tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Legok Kaler, Bongkok dan Paseh Kaler;
c. Blok III.B.3, dengan luas 123,11 (seratus dua puluh tiga koma satu satu) hektar, meliputi sebagian Desa Legok Kaler, Legok Kidul dan Paseh Kaler;
d. Blok III.B.4, dengan luas 181,13 (seratus delapan puluh satu koma satu tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Legok Kaler dan Paseh Kaler;
e. Blok III.B.5, dengan luas 190,33 (seratus sembilan puluh koma tiga tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Bongkok, dan Paseh Kaler; dan
f. Blok III.B.6, dengan luas 169,88 (seratus enam puluh sembilan koma delapan delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Bongkok, Padanaan, Paseh Kaler dan Paseh Kidul.
(7) SWP III.C sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c meliputi:
a. Blok III.C.1, dengan luas 112,74 (seratus dua belas koma tujuh empat) hektar, meliputi sebagian Desa Legok Kidul, Legok Kaler dan Paseh Kidul;
b. Blok III.C.2, dengan luas 90,39 (sembilan puluh koma tiga sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Legok Kidul dan Haurkuning;
c. Blok III.C.3, dengan luas 85,19 (delapan puluh lima koma satu sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Haurkuning, Cijambe, Citepok dan Legok Kidul;
d. Blok III.C.4, dengan luas 96,64 (sembilan puluh enam koma enam empat) hektar, meliputi sebagian Desa Haurkuning dan Legok Kidul; dan
e. Blok III.C.5, dengan luas 228,31 (dua ratus dua puluh delapan koma tiga satu) hektar, meliputi seluruh Desa Citepok dan Haurkuning.
(8) SWP III.D sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d meliputi:
a. Blok III.D.1, dengan luas 176,00 (seratus tujuh puluh enam koma nol nol) hektar, meliputi sebagian Desa Cijambe, Legok Kidul, Paseh Kidul dan Pasirreungit;
b. Blok III.D.2, dengan luas 170,96 (seratus tujuh puluh koma sembilan enam) hektar, meliputi sebagian Desa Cijambe, Haurkuning dan Pasirreungit;
c. Blok III.D.3, dengan luas 116,15 (seratus enam belas koma satu lima) hektar, meliputi sebagian Desa Pasirreungit, Cijambe, Padanaan dan Paseh kidul; dan
d. Blok III.D.4, dengan luas 178,56 (seratus tujuh puluh delapan koma lima enam) hektar, meliputi sebagian Desa Pasirreungit dan Padanaan.
(9) SWP III.E sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e meliputi:
a. Blok III.E.1, dengan luas 265,26 (dua ratus enam puluh lima koma dua enam) hektar, meliputi sebagian Desa Padanaan, Paseh Kidul dan Pasirreungit; dan
b. Blok III.E.2, dengan luas 619,76 (enam ratus sembilan belas koma tujuh enam) hektar, meliputi sebagian Desa Padanaan dan Bongkok.
(10) Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5 
Tujuan Penataan WP III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah untuk mewujudkan ruang WP Paseh sebagai salah satu gerbang pariwisata, perdagangan, jasa, dan pertanian yang berdaya saing serta berkelanjutan. 
  

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6 
(1) Rencana struktur ruang WP III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
b. Rencana Jaringan Transportasi:
c. Rencana Jaringan Energi:
d. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air;
f. Rencana Jaringan Air Minum;
g. Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
h. Rencana Jaringan Persampahan;
i. Rencana Jaringan Drainase; dan
j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.
(2) Rencana struktur ruang WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7 
(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
c. pusat pelayanan lingkungan.
(2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kecamatan Paseh yang terdapat di SWP III.A Blok III.A.2.
(3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Bongkok yang terdapat di SWP III.B Blok III.B.5;
b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Legok Kidul yang terdapat di SWP III.C Blok III.C.1;
c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Cijambe yang terdapat di SWP III.D Blok III.D.1; dan
d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Padanan yang terdapat di SWP III.E Blok III.E.1.
(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang terdiri atas:
a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3;
b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di SWP III.D Blok III.D.3.
(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8 
(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jalan arteri primer;
b. jalan kolektor primer;
c. jalan kolektor sekunder;
d. jalan lokal pimer;
e. jalan lokal sekunder;
f. jalan lingkungan primer;
g. jalan tol; dan
h. jaringan jalur kereta api antarkota.
(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas Bts. Kota Sumedang-Cijelag, melalui:
a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, dan Blok III.B.6;
c. SWP III.C Blok III.C.1; dan
d. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. ruas jalan Gang Pemuda melalui SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. ruas jalan Arya Tinggal melalui:
1. SWP III.A Blok III.A.3; dan
2. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
c. ruas Jalan Calangcang melalui:
1. SWP III.B Blok III.B.3;
2. SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
3. SWP III.D Blok III.D.1.
d. ruas jalan Legok-Conggeang melalui SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.5.
e. ruas jalan Sukamulya melalui;
1. SWP III.A Blok III.A.2;  dan
2. SWP III.D Blok III.D.1.
(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. ruas jalan Buyut Sedah melalui SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.C Blok III.C.1;
b. ruas jalan Dusun Sampurendeng-Legok melalui SWP III.C Blok III.C.2 dan Blok III.C.4;
c. ruas jalan Godobos Ebog melalui SWP III.B Blok III.B.2 dan Blok III.B.5;
d. ruas jalan H. Basar melalui SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
e. ruas jalan Karamat melalui SWP III.B Blok III.B.5 dan Blok III.B.6;
f. ruas jalan Oyot Abang melalui SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.C Blok III.C.1;
g. ruas jalan Sacakerti melalui SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
h. ruas jalan Sacaprana melalui SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.C Blok III.C.1;
i. ruas jalan Sapurendeng-Cirayap melalui SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
j. ruas jalan Sukamulya melalui SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.4.
(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. ruas jalan Gang Al-Malik melalui SWP III.B Blok III.B.3;
b. ruas jalan Gang Cimah melalui SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.C Blok III.C.1;
c. ruas jalan Gang Rahayu melalui SWP III.C Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
d. ruas jalan Gang Sukananjung melalui SWP III.B Blok III.B.3;
e. ruas jalan Gang Usip melalui SWP A Blok A.1 dan SWP III.B Blok III.B.1;
f. ruas jalan Arya Tinggal melalui SWP III.D Blok III.D.3;
g. ruas jalan Buyut Lidah Suryadiningrat melalui SWP III.D Blok III.D.1;
h. ruas jalan Buyut Lidah Suryanegara melalui SWP III.D Blok III.D.1;
i. ruas jalan Cicaruy-Sukaasih melalui SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
j. ruas jalan Cikondang-Bobojong melalui SWP III.C Blok III.C.4;
k. ruas jalan Cipongpok melalui SWP III.B Blok III.B.5;
l. ruas jalan Desa Citepok melalui SWP III.C Blok III.C.5;
m. ruas jalan Dusun Jelegong melalui SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
n. ruas jalan Dusun Sampurendeng-Legok melalui SWP III.C Blok III.C.2;
o. ruas jalan Haurkuning melalui SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4 dan Blok III.C.5;
p. ruas jalan Jelegong melalui SWP III.C Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
q. ruas jalan Kiara melalui SWP III.D Blok III.D.3;
r. ruas jalan Lulurung melalui SWP III.B Blok III.B.1;
s. ruas jalan Nagrak melalui SWP A Blok A.1 dan SWP III.B Blok III.B.1;
t. ruas jalan Paledang melalui SWP A Blok A.1 dan SWP III.B Blok III.B.1;
u. ruas jalan Parumasan melalui SWP III.B Blok III.B.1;
v. ruas jalan Pasar Kemis Sidaraja melalui SWP III.B Blok III.B.5;
w. ruas jalan Raya Raden Ali Sadikin melaui SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.C Blok III.C.1;
x. ruas jalan Sacaprana melalui SWP III.C Blok III.C.2;
y. ruas jalan Sampurendeng-Cirayap melalui SWP III.C Blok III.C.2 dan Blok III.C.4;
z. ruas jalan Sebelas April melalui SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
aa. ruas jalan Suka Jadi melalui SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
ab. ruas jalan Tanjakan Ara melalui SWP III.B Blok III.B.3 dan SWP III.C Blok III.C.1.
(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana terlampir dalam tabel jaringan jalan pada Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f sebagaimana terlampir dalam tabel jaringan jalan pada Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, melalui SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.6.
(9) Jaringan jalur kereta api antarkota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jalur Kereta Api Tanjungsari-Kertajati, melalui:
a. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.6; dan
b. SWP III.E Blok III.E.2.
(10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9 
(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
b. Saluran Udara  Tegangan Menengah (SUTM); dan
c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
(2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, melalui :
a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
c. SWP III.C Blok III.C.2;
d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
(3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, melalui
a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, melalui :
a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.5;
d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; dan
e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10 
(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas jaringan bergerak seluler.
(2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Menara Base Transceiver Station (BTS), yang terdapat di 
a. SWP III.A Blok III.A.3;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5;
c. SWP III.C Blok III.C.2; dan
d. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(3) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000 sebagaimana  tercantum pada Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11 
(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas: 
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. sistem pengendalian banjir.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder, melalui: 
a. SWP III.C Blok III.C.4; dan
b. SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.4.
(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir, melalui :
a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6;
c. SWP III.C Blok III.C.1;
d. SWP III.D Blok III.D.1; dan
e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12 
(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan, terdiri atas:
a. unit air baku;
b. unit produksi;
c. unit distribusi; 
d. unit pelayanan;
(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku berada di SWP III.B Blok III.B.1, dan SWP III.C Blok III.C.5.
(3) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa bangunan penampung air berada di SWP III.B Blok III.B.1 dan SWP III.C Blok III.C.5.
(4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi melalui :
a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok VD.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa hidran umum yang terdapat di :
a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2 Blok III.A.3;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5;
c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
d. SWP III.D Blok III.D.1.
(6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13 
(1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf g, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di SWP III.C Blok III.C.1.
(2) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14 
(1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf h, berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS), terdapat di:
a. SWP III.C Blok III.C.1; dan
b. SWP III.E Blok III.E.2.
(2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15 
(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.6;
c. SWP III.C Blok III.C.1; dan
d. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.5;
d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3; dan
e. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16 
(1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat ayat (1) huruf j, terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi.
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:  
a. Jalan Calangcang melalui SWP III.D Blok III.D.1 yang menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Cijambe dan tempat evakuasi akhir Kantor Desa Cijambe;
b. Jalan Cipandan Wangi melalui SWP III.C Blok III.C.4 menghubungkan jalur evakuasi Jalan Sukatali Paseh dan Jalan Jelegong;
c. Jalan Raya Cirebon-Bandung melalui SWP III.A Blok III.A.1, A.2, A.3, dan A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, dan Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1; SWP III.D Blok III.D.3; serta SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2 yang menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Paseh Kidul serta tempat evakuasi akhir Kantor Desa Paseh Kidul dan Kantor Desa Legok Kaler;
d. Jalan Jelegong melalui SPW C Blok III.C.3 dan Blok III.C.4 yang menuju tempat evakuasi akhir Kantor Desa Haurkuning;
e. Jalan Legok-Conggeang melalui SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5 yang menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Legok Kaler dan Lapangan Bongkok, serta tempat evakuasi akhir Kantor Desa Bongkok;
f. Jalan Meker Mulya melalui SWP III.A Blok III.A.1 dan SWP III.B Blok III.B.1 yang menghubungkan jalur evakuasi Jalan Nagrak dan Jalan Raya Cirebon-Bandung;
g. Jalan Nagrak melalui SWP III.B Blok III.B.1 yang menuju tempat evakuasi akhir Kantor Desa Paseh Kaler;
h. Jalan Pasirreungit melalui SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.3 yang menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Pasirreungit dan tempat evakuasi akhir Kantor Desa Pasirreungit;
i. Jalan Rakyat melalui SWP III.B Blok III.B.1 yang menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Paseh Kaler;
j. Jalan Raya Bandung Sumedang melalui SWP III.E Blok III.E.1 yang menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Padanan;
k. Jalan Sidaraja melalui SWP III.E Blok III.E.1 yang menuju tempat evakuasi akhir Kantor Desa Padanan;
l. Jalan Sokaraja melalui SWP III.C Blok III.C.1 dan C.2 yang menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Legok Kidul dan tempat evakuasi akhir Lapangan Legok Kidul; dan
m. Jalan Sukatali-Paseh melalui SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5 yangmenuju tempat evakuasi sementara Lapangan Haurkuning dan Kantor Desa Citepok.
(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Tempat evakuasi sementara terdiri atas :
1. Lapangan Paseh Kaler pada Jalan Rakyat SWP III.B Blok III.B.1;
2. Lapangan Legok Kaler pada Jalan Legok Conggeang SWP III.B Blok III.B.3;
3. Lapangan Bongkok pada Jalan Legok Conggeang SWP III.B Blok III.B.5;
4. Lapangan Legok Kidul pada Jalan Sokaraja SWP III.C Blok III.C.2;
5. Lapangan Haurkuning pada Jalan Sukatali Paseh SWP III.C Blok III.C.4;
6. Lapangan Cijambe pada Jalan Calancang SWP III.D Blok III.D.1;
7. Lapangan Pasirreungit pada jalan Pasirreungit SWP III.D Blok III.D.3; dan
8. Lapangan Padanan pada Jalan Raya Bandung Sumedang SWP III.E Blok III.E.1.
b. Tempat evakuasi akhir terdiri atas :
1. Kantor Desa Paseh Kidul pada Jalan Cierbon-Bandung SWP III.A Blok III.A.1;
2. Kantor Desa Paseh Kaler pada jalan Nagrak SWP III.B Blok III.B.1;
3. Kantor Desa Legok Kaler pada Jalan Cirebon-bandung SWP III.B Blok III.B.3;
4. Kantor Desa Legok Kidul pada Jalan Sokaraja SWP III.C Blok III.C.1;
5. Kantor Desa Haurkuning pada Jalan Jelegong SWP III.C Blok III.C.4;
6. Kantor Desa Citepok pada Jalan Sukatali Paseh SWP III.C Blok III.C.5;
7. Kantor Desa Cijambe pada Jalan Calancang SWP III.D Blok III.D.1;
8. Kantor Desa Pasirreungit pada Jalan Pasirreungit SWP III.D Blok III.D.3; dan
9. Kantor Desa Padanan pada Jalan Sidaraja SWP III.E Blok III.E.1.
(4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V 
RENCANA POLA RUANG 
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17 
(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya. 
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

	Bagian Kedua	
Zona Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 18 
Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, seluas 217,02 (dua ratus tujuh belas koma nol dua) terdiri atas:
a. Zona Badan air (BA);
b. Zona Hutan lindung (HL);
c. Zona Perlindungan setempat (PS); dan
d. Zona Ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf  2
Zona Badan Air

Pasal 19 
Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, seluas 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan satu) hektar, yang terdapat di:
a. SWP III.A seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektar yang terletak pada Blok III.A.4;
b. SWP III.B seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.6;
c. SWP III.C seluas 10,84 (sepuluh koma delapan empat) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
d. SWP III.D seluas 10,22 (sepuluh koma dua dua) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E seluas 13,57 (tiga belas koma lima tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.E.1, Blok III.E.2.
Paragraf  3
Zona Hutan Lindung

Pasal 20 
Zona hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, seluas 54,58 (lima puluh empat koma lima delapan) hektar, yang terdapat di SWP III.B Blok III.B.2.

Paragraf 4
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21 
Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, seluas 58,08 (lima puluh delapan koma nol delapan) hektar, yang terdapat di:
a. SWP III.A seluas 1,26 (satu koma dua enam) hektar yang terletak pada Blok III.A.2, Blok III.A.4;
b. SWP III.B seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.6; 
c. SWP III.C seluas 19,12 (sembilan belas koma satu dua) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; 
d. SWP III.D seluas 16,53 (enam belas koma lima tiga) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E seluas 20,41 (dua puluh koma empat satu) hektar yang terletak pada Blok III.E.1, Blok III.E.2.

Paragraf  5
Zona Ruang Terbuka Hijau
 
Pasal 22 
(1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, seluas 68,44 (enam puluh delapan koma empat empat) hektar, terdiri atas:
a. Sub-zona taman kecamatan (RTH-3);
b. Sub-zona taman kelurahan (RTH-4); 
c. Sub-zona pemakaman (RTH-7); dan
d. Sub-zona jalur hijau (RTH-8).
(2) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektar, yang terdapat di SWP III.A Blok III.A.2.
(3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4,20 (empat koma dua nol) hektar, yang terdapat di: 
a. SWP III.B seluas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5;
b. SWP III.C seluas 0,94 (nol koma sembilan empat) hektar yang terletak pada Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; 
c. SWP III.D seluas 0,86 (nol koma delapan enam) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.3; dan
d. SWP III.E seluas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar yang terletak pada Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(4) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) hektar, yang terdapat di:
a. SWP III.A seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektar yang terletak pada Blok III.A.4; 
b. SWP III.B seluas 1,41 (satu koma empat satu) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5;
c. SWP III.C seluas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; 
d. SWP III.D seluas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.3; dan
e. SWP III.E seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar yang terletak pada Blok III.E.2.
(5) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 54,00 (lima puluh empat koma nol nol) hektar, yang terdapat di:
a. SWP III.B seluas 53,95 (lima puluh tiga koma sembilan lima) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; dan
b. SWP III.C seluas 0,05 (nol koma nol lima) yang terletak Blok III.C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya 
Paragraf 1
Umum

Pasal 23 
(1) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, seluas 3.166,72 (tiga ribu seratus enam puluh enam koma tujuh dua) hektar, terdiri atas:
a. Zona badan jalan (BJ);
b. Zona hutan produksi (KHP);
c. Zona pertanian (P);
d. Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
e. Zona pariwisata (W);
f. Zona perumahan (R);
g. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
h. Zona campuran (C);
i. Zona perdagangan dan jasa (K); 
j. Zona perkantoran (KT);
k. Zona lainnya (PL); dan
l. Zona pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 24 
Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas 115,98 (seratus lima belas koma sembilan delapan) hektar, yang terdapat di:
a. SWP III.A seluas 9,36 (sembilan koma tiga enam) hektar yang terletak pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; 
b. SWP III.B seluas 63,61 (enam puluh tiga koma enam satu) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; 
c. SWP III.C seluas 17,18 (tujuh belas koma satu delapan) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; 
d. SWP III.D seluas 15,22 (lima belas koma dua dua) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E seluas 10,62 (sepuluh koma enam dua) hektar yang terletak pada Blok III.E.1, Blok III.E.2.
	
	Paragraf 3
Zona Hutan Produksi

Pasal 25 
(1) Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, seluas 51,94 (lima puluh satu koma satu sembilan empat) hektar, terdiri atas:
a. Sub-zona Hutan Produksi Tetap (HP); dan
b. Sub-zona hutan Produksi Terbatas (HPT).
(2) Sub-zona Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 51,90 (lima puluh satu koma sembilan nol) hektar, yang terdapat di SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(3) Sub-zona Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar, yang terdapat di SWP III.E Blok III.E.2.

Paragraf 4
Zona Pertanian

Pasal 26 
(1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas 1.892,66 (seribu delapan ratus sembilan puluh dua koma enam enam) hektar, terdiri atas:
a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1); dan
b. Sub-zona Perkebunan (P-3).
(2) Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1.167,25 (seribu seratus enam puluh tujuh koma dua lima) hektar, yang terdapat di:
a. SWP III.A seluas 57,72 (lima puluh tujuh koma tujuh dua) hektar yang terletak pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
b. SWP III.B seluas 189,45 (seratus delapan puluh sembilan koma empat lima) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
c. SWP III.C seluas 280,68 (dua ratus delapan puluh koma enam delapan) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
d. SWP III.D seluas 255,64 (dua ratus lima puluh lima koma enam empat) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E seluas 383,77 (tiga ratus delapan puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.E.1, Blok III.E.2.
(3) Sub-zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 725,41 (tujuh ratus dua puluh lima koma empat satu) hektar, terdapat di :
a. SWP III.A seluas 25,73 (dua puluh lima koma tujuh tiga) hektar yang terletak pada Blok III.A.3, Blok III.A.4;
b. SWP III.B seluas 48,17 (empat puluh delapan koma satu enam) hektar yang terletak pada Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
c. SWP III.C seluas 137,29 (seratus tiga puluh tujuh koma dua delapan) hektar yang terletak pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5;
d. SWP III.D seluas 233,61 (dua ratus tiga puluh tiga koma enam satu) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E seluas 280,60 (dua ratus delapan puluh koma enam nol) hektar yang terletak pada Blok III.E.1, Blok III.E.2.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27 
Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar, terdapat di SWP III.A Blok III.A.3.

Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 28 
Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, seluas 155,97 (seratus lima puluh lima koma sembilan tujuh) hektar, terdapat di:
a. SWP III.B seluas 147,71 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh satu) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6;
b. SWP III.C seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektar yang terletak pada Blok III.C.3, Blok III.C.5;
c. SWP III.D seluas 6,11 (enam koma satu satu) hektar yang terletak pada Blok III.D.1; dan
d. SWP III.E seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar yang terletak pada Blok III.E.2.

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 29 
(1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, seluas 754,31 (tujuh ratus lima puluh empat koma tiga satu) hektar, terdiri atas:
a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
(2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 81,13 (delapan puluh satu koma satu tiga) hektar, yang terdapat di: 
a. SWP III.A seluas 14,10 (empat belas koma satu nol) hektar yang terletak pada Blok III.A.2, Blok III.A.4; 
b. SWP III.B seluas 57,32 (lima puluh tujuh koma tiga dua) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4; dan
c. SWP III.C seluas 9,71 (sembilan koma tujuh satu) hektar yang terletak pada Blok III.C.1.
(3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 174,84 (seratus tujuh puluh empat koma delapan empat) hektar, yang terdapat di: 
a. SWP III.A seluas 12,60 (dua belas koma enam nol) hektar yang terletak pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
b. SWP III.B seluas 133,96 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan enam) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
c. SWP III.C seluas 11,06 (sebelas koma nol enam) hektar yang terletak pada Blok III.C.1;
d. SWP III.D seluas 9,23 (sembilan koma dua tiga) hektar yang terletak pada Blok III.D.3; dan
e. SWP III.E seluas 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) hektar yang terletak pada Blok III.E.1.
(4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 498,34 (empat ratus sembilan puluh delapan koma tiga empat) hektar, yang terdapat di: 
a. SWP III.A seluas 32,52 (tiga puluh dua koma lima dua) hektar yang terletak pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
b. SWP III.B seluas 234,92 (dua ratus tiga puluh empat koma sembilan dua) hektar yang terletak pada Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6;
c. SWP III.C seluas 103,41 (seratus tiga koma empat satu) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
d. SWP III.D seluas 84,97 (delapan puluh empat koma sembilan tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
e. SWP III.E seluas 42,53 (empat puluh dua koma lima tiga) hektar yang terletak pada Blok III.E.1, Blok III.E.2.

	Paragraf 8	
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30 
(1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, seluas 24,45 (dua puluh empat koma empat lima) hektar, yang terdiri atas:
a. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).
(2) Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar, terdapat di:
a. SWP III.A seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar yang terletak pada Blok III.A.2; dan
b. SWP III.C seluas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.C.1.
(3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,31 (enam koma tiga satu) hektar, terdapat di:
a. SWP III.A seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektar yang terletak pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
b. SWP III.B seluas 3,15 (tiga koma satu lima) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5;
c. SWP III.C seluas 1,31 (satu koma tiga satu) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.4; dan
d. SWP III.E seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.E.1.
(4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 16,77 (enam belas koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di:
a. SWP III.A seluas 1,84 (satu koma delapan empat) hektar yang terletak pada Blok III.A.1, Blok III.A.2; 
b. SWP III.B seluas 4,81 (empat koma delapan satu) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6; 
c. SWP III.C seluas 2,08 (dua koma nol delapan) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; 
d. SWP III.D seluas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.3; dan 
e. SWP III.E seluas 4,18 (empat koma satu delapan) hektar yang terletak pada Blok III.E.1, Blok III.E.2.

Paragraf 9
Zona Campuran

Pasal 31 
Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, berupa sub-zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2) seluas 119,34 (seratus sembilan belas koma tiga empat) hektar, terdapat di:
a. SWP III.A seluas 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; 
b. SWP III.B seluas 31,98 (tiga puluh satu koma sembilan delapan) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6; dan
c. SWP III.C seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektar yang terletak pada Blok III.C.1;
d. SWP III.D seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektar yang terletak pada Blok III.D.3; dan
e. SWP III.E seluas 66,81 (enam puluh enam koma delapan satu) hektar yang terletak pada Blok III.E.1, Blok III.E.2.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32 
(1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, seluas 41,72 (empat puluh satu koma tujuh dua) hektar, terdiri atas:
a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 21,81 (dua puluh satu koma delapan satu) hektar, terdapat di:
a. SWP III.B seluas 11,05 (sebelas koma nol lima) hektar yang terletak pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5; dan
b. SWP III.C seluas 10,76 (sepuluh koma tujuh enam) hektar yang terletak pada Blok III.C.1.
(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) hektar, terdapat di:
a. SWP III.A seluas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.A.3; 
b. SWP III.B seluas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.B.3, Blok III.B.6;
c. SWP III.D seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar yang terletak pada Blok III.D.3; dan
d. SWP III.E seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektar yang terletak pada Blok III.E.1.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 33 
Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j seluas 3,02 (tiga koma nol dua) hektar, terdapat di :
a. SWP III.A seluas 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar yang terletak pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
b. SWP III.B seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.5;
c. SWP III.C seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
d. SWP III.D seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.3; dan
e. SWP III.E seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar yang terletak pada Blok III.E.1.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34 
Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k, berupa sub-zona pergudangan (PL-6) seluas 7,04 (tujuh koma nol empat) hektar, terdapat di:
a. SWP III.A seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar yang terletak pada Blok III.A.2; 
b. SWP III.B seluas 4,92 (empat koma sembilan dua) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.3; dan
c. SWP III.C seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.5.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35 
Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l, seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar, terdapat di SWP III.B Blok III.B.3.


BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG 
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36 
Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: 
a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37 
(1) Konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan ketentuan lebih lanjut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui Online Single Submission (OSS) dengan tahapan:
a. pendaftaran;
b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(3) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a, diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
a. pendaftaran;
b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(4) Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a, diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang 

Pasal 38 
(1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:
a. program pemanfaatan ruang prioritas;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
a. perwujudan rencana struktur ruang WP;dan
b. perwujudan rencana pola ruang WP.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP, Sub WP, dan Blok di Perkotaan Kecamatan Paseh.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi usulan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelaksana progran utama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. 
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:  
a. Tahap pertama, yaitu tahun 2024 s/d tahun 2029, diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur prioritas serta monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan;
b. Tahap pertama, yaitu tahun 2029 s/d tahun 2034, diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur prioritas serta monitoring/pemeliharaan, peningkatan kualitas, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang;
c. Tahap pertama, yaitu tahun 2034 s/d tahun 2039, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantapan infrastruktur; dan
d. Tahap pertama, yaitu tahun 2039 s/d tahun 2044, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantapan infrastruktur.
(7) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 39 
(1) Perwujudan rencana struktur ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. perwujudan rencana jaringan transportasi; dan
c. perwujudan rencana jaringan prasarana.
(2) Perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan pusat pelayanan kota (PPK);
b. perwujudan sub pusat pelayanan kota (SPPK); dan
c. perwujudan pusat pelayanan lingkungan (PL).
(3) Perwujudan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Pengembangan/pemeliharaan jalan arteri primer (jaringan jalan Bts. Kota Sumedang-Cijelag)
b. peningkatan akses jaringan jalan Legok-Conggeang menjadi Kolektor Primer;
c. peningkatan akses jaringan jalan Legok-Sukatali menjadi Lokal Primer;
d. peningkatan akses jaringan jalan Cijambe-Paseh kidul menjadi Kolektor Sekunder;
e. peningkatan akses jaringan jalan Bongkok-Padanan menjadi Kolektor Sekunder;
f. peningkatan akses jaringan jalan Cijambe-Citepok menjadi Lokal primer; 
g. penambahan jaringan jalan berhirarki lokal sekunder; dan
h. pengembangan/pemeliharaan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.
(4) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan meliputi:
1. pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
2. rencana saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
3. rencana saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
4. rencana saluran udara tegangan rendah (SUTR).
b. Perwujudan rencana jaringan telekomunikasi meliputi:
1. rencana penyediaan jaringan serat optik berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik; dan
2. penambahan menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS).
c. Perwujudan rencana jaringan sumber daya air meliputi :
d. Perwujudan rencana jaringan air minum meliputi:
1. penambahan unit air baku dari sumber mata air;
2. pembangunan bak pengambil air baku; dan
3. penambahan unit distribusi berupa jaringan perpipaan.
e. Perwujudan rencana Pengelolaan Air Limbah meliputi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
f. Perwujudan rencana jaringan persampahan meliputi :
1. penyediaan dan pengembangan sarana prasarana tempat pengolahan sampah (TPS) menjadi TPS 3R (reduce, reuse, reycle); 
2. pengembangan proses pemilihan sampah;
3. pengembangan rute ritasi dari permukiman baru ke tps; dan
4. penambahan kontainer.
g. Perwujudan rencana jaringan drainase meliputi :
1. pembangunan jaringan drainase primer;
2. pembangunan jaringan drainase sekunder;
3. pembangunan jaringan drainase tersier;
4. pembangunan sumur resapan air; dan
5. pemasangan lubang resapan biopori.
h. Perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya meliputi:
1. penyediaan jalur evakuasi bencana;
2. penyediaan tempat evakuasi akhir (TEA) dan tempat evakuasi sementara (TES).

Paragraf 2
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 40 
(1) Perwujudan pola ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan rencana zona Lindung; dan
b. perwujudan rencana zona Budi Daya.
(2) Perwujudan rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan Zona Badan Air (BA) meliputi:
1. perwujudan Zona Pemantauan kualitas badan air secara berkala.
b. perwujudan Zona Hutan Lindung (HL) meliputi:
1. pemantauan dan pengendalian hutan lindung.
c. perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS) meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang sempadan mata air;
2. pelaksanaan normalisasi dan pengembangan penghijauan di kawasan sempadan mata air;
3. pembangunan pengaman mata air; 
4. pembangunan sarana dan prasarana penunjang RTH sempadan sungai; dan
5. pelaksanaan normalisasi dan pengembangan penghijauan di kawasan sempadan.
d. perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
1. kajian pengembangan RTH perkotaan untuk memenuhi kebutuhan minimal RTH;
2. pengembangan RTH kecamatan dan kelurahan;
3. pengembangan dan pembangunan RTH pemakaman.
(3) Perwujudan rencana Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Zona Badan Jalan (BJ) meliputi :
1. perawatan badan jalan;
2. peningkatan jalan sesuai fungsinya; dan
3. pengembangan rambu-rambu lalu lintas pada badan jalan.
b. perwujudan Zona Hutan Produksi (KHP) meliputi, pengadaan sarana dan prasarana pendukung hutan produksi tetap.
c. perwujudan Zona Pertanian (P) meliputi, pengembangan kegiatan penunjang pertanian tanaman pangan.
d. perwujudan Zona Peruntukan Industri (KPI) meliputi, penataan kawasan peruntukan industri.
e. perwujudan Zona Pariwisata (W) meliputi :
1. penetapan dan kajian daya tarik objek wisata zona wisata alam dan buatan;
2. inisiasi kesadaran wisata, pendampingan dan pengembangan kapasitas masyarakat wisata;
3. penataan kawasan pariwisata;
4. pengembangan perdagangan dan jasa pendukung wisata seperti hotel, tempat makan, dan pusat oleh-oleh;
5. pengembangan informasi kepariwisataan;
6. pemantauan dan evaluasi objek wisata;
7. penambahan akses jalan menuju lokasi objek wisata;
8. penambahan fasilitas pelengkap jalan menuju objek wisata;
9. penyediaan jaringan drainase pada objek wisata;
10. penyediaan jaringan air bersih dan fasilitas pelengkapnya;
11. pemabngunan sistem jaringan air kotor/limbah;
12. peningkatan pengelolaan persampahan pada objek wisata;
13. pemasangan jaringan listrik pada objek wisata dan akses menuju objek wisata;
14. penyediaan dan penataan lokasi untuk area golf;
15. penyediaan sarana dan prasarana penunjang olahraga;
16. penyediaan dan penataan lokasi untuk area agroindustri;
17. penyediaan sarana dan prasarana penunjang agroindustri;
18. penyediaan dan penataan lokasi untuk area off-road; dan
19. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan off-road.
f. perwujudan Zona Perumahan (R) meliputi :
1. penyusunan RKP (rencana kawasan permukiman);
2. Land Acquisition And Resetlement Action Plan (LARAP) dan pengadaan lahan;
3. kajian dan legal drafting kewajiban penyediaan sarana-prasarana serta RTH bagi pengembangan perumahan baru;
4. pembangunan rumah baru dengan pengembangan kavling kecil, sedang dan besar; dan
5. penyediaan RTH publik.
g. perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi :
1. revitalisasi, penambahan dan penataan SPU skala kota;
2. revitalisasi, penambahan dan penataan SPU skala kecamatan;
3. revitalisasi, penambahan dan penataan SPU skala kelurahan;
4. pembangunan sarana pendidikan diantaranya TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA;
5. pembanguan sarana kesehatan berupa apotek; dan
6. pembangunan sarana peribadatan berupa masjid dan musholla.
h. perwujudan Zona Campuran (C) meliputi :
1. penyediaan ruang dengan pengembangan beberapa fungsi peruntukan hunian dan non hunian;
2. pengembangan kawasan yang lebih aktif dan optimal;
3. pengawasan bangunan dengan KDB maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 (tiga) sampai 5 (lima) lantai; dan
4. penataan serta pengembangan perdaganagan dan jasa di sepanjang koridor utama.
i. perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi :
1. kajian penyediaan sarana perdagangan dan jasa;
2. pembangunan sarana perdagangan dan jasa skala WP;
3. pembangunan sarana perdagangan dan jasa skala SWP; dan
4. penambahan toko/warung serta pertokoan.
j. perwujudan Zona Perkantoran (KT) meliputi
1. pemeliharaan, pengelolaan, penataan dan pengembangan perkantoran pemerintah; dan
2. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkantoran meliputi papan informasi, tempat duduk, dan sarana lainnya.
k. perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL) meliputi, penyediaan dan penataan lokasi untuk pergudangan.
l. perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) meliputi, penataan lokasi pertahanan dan keamanan.


BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41 
1. Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
0. aturan dasar (materi wajib); dan
0. materi pilihan.
1. Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
1. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
1. ketentuan tata bangunan;
1. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 
1. ketentuan khusus; dan
1. ketentuan pelaksanaan. 
1. Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan

Pasal 42 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam 41 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
1. Terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, sesuai peraturan perundang-undangan dengan Kode T1;
2. Terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan Kode T2;
3. Terbatas untuk kegiatan yang dibatasi luas kaplingnya dengan Kode T3;
4. Terbatas untuk industri mikro dan kecil dengan Kode T4; dan
5. Terbatas untuk Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 40% dengan Kode T5.
c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
1. kegiatan wajib menyediakan dokumen Lingkungan, dengan Kode B1; 
2. kegiatan wajib menyediakan dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALALIN), dengan Kode B2;
3. kegiatan wajib memerlukan rekomendasi teknis dari lembaga/dinas tertentu dan/atau pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan (development impact fee), disinsentif, penyediaan fasilitas, perizinan khusus, dan sebagainya, dengan Kode B3; dan
4. rekomendasi Kementerian ATR/BPN atas dinas terkait, dengan Kode B4.
d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
a. Zona Badan Air (BA); 
b. Zona Hutan Lindung (HL);
c. Zona Perlindungan Setempat (PS); 
d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi: 
1. sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3); 
2. sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);  
3. sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
4. sub-zona Jalur Hijau (RTH-8). 
e. Zona Badan Jalan (BJ); 
f. Zona Hutan Produksi (KHP) meliputi:
1. sub-zona hutan produksi tetap (HP); dan
2. sub-zona hutan produksi terbatas (HPT)
g. Zona Pertanian (P) meliputi:
1. sub-zona tanaman pangan (P-1); dan
2. sub-zona perkebunan (P-3).
h. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI); 
i. Zona Pariwisata (W); 
j. Zona Perumahan (R) meliputi: 
1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
2. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
3. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4). 
k. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi: 
1. sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
2. sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan 
3. sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3). 
l. Zona Campuran (C) berupa sub-zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2); 
m. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi: 
1. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
n. Zona Perkantoran (KT); 
o. Zona Peruntukan Lainnya (PL) berupa sub-zona pergudangan (PL-6); dan 
p. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK). 
(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43 

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
d. Luas kavling minimal.
(2) KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diterapkan pada:
a. Zona Badan Air (BA); 
b. Zona Hutan Lindung (HL)
c. Zona Perlindungan Setempat (PS); 
d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi: 
1. sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3); 
2. sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4); 
3. sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
4. sub-zona Jalur Hijau (RTH-8). 
e. Zona Badan Jalan (BJ); 
f. Zona Hutan Produksi (KHP) meliputi;
1. sub-zona hutan produksi tetap (HP); dan
2. sub-zona hutan produksi terbatas (HPT).
g. Zona Pertanian (P) meliputi:
1. sub-zona tanaman pangan (P-1); dan
2. sub-zona perkebunan (P-3).
h. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI); 
i. Zona Pariwisata (W); 
j. Zona Perumahan (R) meliputi: 
1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
2. sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
3. sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4). 
k. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi: 
1. sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);
2. sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan 
3. sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3). 
l. Zona Campuran (C) berupa sub-zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2); 
m. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi: 
1. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
2. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
n. Zona Perkantoran (KT); 
o. Zona Peruntukan Lainnya (PL) berupa sub-zona pergudangan (PL-6);  dan
p. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK). 
(3) Luas kavling minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:
a. Luas kavling minimal pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 m2 (enam puluh meter persegi);
b. Luas kavling minimal pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 75 m2 (tujuh puluh lima meter persegi); dan
c. Luas kavling minimal pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi). 
(4) Ketentuan luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
a. Pembagian hak bersama (gono-gini atau waris); dan
b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum.
(5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44 
(1) [bookmark: _heading=h.nmf14n]Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. Ketinggian bangunan (TB);
b. Garis sempadan bangunan (GSB);
c. Jarak bebas bangunan samping (JBBS);
d. Jarak bebas bangunan belakang (JBBB); dan
e. Jumlah lantai maksimum
f. Tampilan bangunan.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45 
(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d meliputi:
a. jaringan jalan;
b. kelistrikan; 
c. jaringan telekomunikasi; 
d. jaringan limbah;
e. saluran air kotor;
f. jaringan persampahan;
g. drainase;
h. pemadam kebakaran; dan
i. sarana pelayanan umum.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. putaran balik di tengah ruas jalan lebar median ideal volume lalu lintas pada setiap jalur tinggi frekuensi perputaran < 3 perputaran/menit;
b. area parkir dalam kavling dengan pola pararel pada daerah datar dan tanjakan, serta pola parkir menyudut;
c. area parkir umum dalam lingkungan pada daerah yang memiliki arus lalu lintas yang besar, sehingga diperlukan perhentian sementara dengan pola parkir menyudut 45° hingga 90°;
d. jalur lambat sebelum masuk ke dalam kavling dengan penyediaan lajur sepeda motor 2-3,3 m;
e. area untuk pemberhentian sementara angkutan umum berupa halte pada setiap radius minimal 300 meter atau pada titik kawasan potensial; dan
f. jalan setapak untuk menghubungkan kampung satu dengan aera lainnya dengan lebar maksimal 1,5 meter dan menggunakan sistem perkerasan permukaan atau menggunakan bahan bangunan yang tidak lentur.
(3) kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. penyediaan lampu penerangan jalan yang memanfaatkan energy sinar matahari yang berada di setiap 50 meter dengan daya lampu pelepasan gas 250 watt atau lampu led 100 watt;
b. penyediaan lampu penerangan fasilitas umum seperti lampu taman dan lampu untuk kegiatan komersil; dan
c. penyediaan generator listrik sebagai cadangan pasokan listrik ketika terjadi pemadaman listrik secara keseluruhan, sehingga aktivitas tidak terhambat oleh keterbutuhan aliran listrik khusunya pada zona pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, perumahan, dan peruntukan industri.
(4) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. penggunaan BTS Kamuflasi agar terciptanya nilai seni pada suatu lokasi yang disarankan pada daerah komersil; dan
b. penggunaan BTS Individual dengan tinggi menara maksumum 45 meter dengan jarak dari permukiman sejauh 20 meter
(5) Jaringan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. IPAL individual untuk pengolah air limbah pada setiap zona pada wilayah perkotaan;
b. IPAL Terpadu dalam kawasan sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat, difungsikan secara komunal, dan terdiri dari jaringan perpipaan, sambungan rumah, dan IPAL;
c. penampungan limbah untuk dibuang ke IPA Terpadu; dan
d. penampungan limbah B3 untuk dikirim ke PPLIB3
(6) Saluran air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: 
a. Tangki septik individual yang diperuntukan pada wilayah perkotaan dan memiliki bak septik minimal berjarak 10 meter dari sumber air tanah;
b. tangki septik komunal untuk menampung dan mengolah secara komunal yang disarankan pada zona perumahan dan zona campuran yang memliki kepadatan tinggi dan tidak memungkinkan membuat bak septik individu; dan
c. saluran saluran air kotor kota dari air limbah domestic berupa black water dan grey water menuju tangka septik untuk pengumpulan dan penampungan, lalu diangkut/dialirkan dengan drainase lingkungan dan truk tinja menuju tempat daur ulang dan/atau pembuangan akhir yang disarankan pada kawasan komersil.
(7) Jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
a. penyediaan tong sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik agar pemilahan dilakukan dari sumber sampah;
b. penyediaan container yang menjadi tempat penampungan sementara yang selanjutnya dibawa ke TPS-3R; dan
c. penyediaan unit pengolahan sampah berupa TPS 3R yang diarahkan pada konsep Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (daur ulang), sehingga dapat mengurangi beban sampah yang harus diolah di TPA.
(8) Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
a. saluran terbuka untuk mengalirkan air hujan pada wilayah yang luas;
b. saluran tertutup ram pada tepi jalan dengan dengan permukaan bagian atas berupa ram sehingga memudahkan air masuk ke dalam saluran drainase; dan 
c. saluran tertutup pada tepi jalan dengan bentuk tertutup dengan tanak liat, beton, batu bata, batu kali dan dilengkapi dengan lubang kontrol pada setiap jarak minimal 10 meter dan pada setiap belokan.
(9) Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bagi yang ditetapkan pada masing-masing zona meliputi: 
a. hidran pemadam kebakaran pada kawasan permukiman yang memiliki jarak pemasangan 35-38 meter antara satu dengan yang lain di tepi jalan;
b. tabung pemadam kebakaran yang memiliki jarak satu sama lain sejauh 15 meter, mudah dilihat, diakses, dan diambil serta memiliki tanda pemasangan 125 cm dari dasar lantai; dan
c. pemasangan papan jalur evakuasi kebakaran pada jalur evakuasi agar dapat menuntun untuk mencapai tempat evakuasi.
(10) Sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, meliputi :
a. sarana sosial berupa pendidikan dari sd hingga sma yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
b. sarana sosal berupa kesehatan minimal: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
c. sarana sosial berupa peribadatan minimal: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
d. sarana sosial berupa kebudayaan dan rekreasi meliputi: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
e. fasilitas pendukung pada kawasan budidaya dan beberapa peruntukan
(11) Ketentuan prasarana dan sarana paling rendah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII ketentuan prasarana dan sarana paling rendah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 46 
(1) [bookmark: _heading=h.1rvwp1q]Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf e adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya, meliputi: 
a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
b. kawasan rawan bencana; 
c. tempat evakuasi bencana;
d. kawasan resapan air; dan
e. kawasan sempadan.
(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Lokasi LP2B seluas 792,51 (tujuh ratus sembilan puluh dua koma lima satu) hektar berada pada;
1. SWP III.A seluas 37,27 (tiga puluh tujuh koma dua tujuh) hektar yang terletak pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; 
2. SWP III.B seluas 115,14 (seratus lima belas koma satu empat) hektar yang terletak pada Blok III.B.1, Blok III.B.5, Blok III.B.6; 
3. SWP III.C seluas 193,80 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh) hektar yang terletak pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; 
4. SWP III.D seluas 182,42 (seratus delapan puluh dua koma empat dua) hektar yang terletak pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
5. SWP III.E seluas 261,89 (dua ratus enam puluh satu koma delapan sembilan) hektar yang terletak pada Blok III.E.1 dan Blok III.E.2;
b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang LP2B, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 5%; 
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,05; dan
3. [bookmark: _Hlk87879212]Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 85%.
c. Ketentuan tata bangunan LP2B, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tinggi bangunan maksimal 5 meter.
d. Ketentuan khusus LP2B meliputi :
1. tidak dapat alihfungsi kecuali untuk kepentingan umum; dan
2. alih fungsi lahan untuk ketentuan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir terdapat di SWP III.E Blok III.E.2 meliputi:
a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 0,5 x KDB zona lokasi; 
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5 x KLB zona lokasi; dan
3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 60%.
b. Ketinggian bangunan maksimal 10 meter;
c. Jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter;
d. membangun sistem drainase dengan sistem polder (tanggul keliling, reservoir dan sistem pompa/pintu;
e. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
f. konstruksi bangunan gedung dan non gedung wajib memiliki konstruksi dan bahan bangunan tahan banjir;
g. KDH harus ditambahkan 10% dari yang KDH minimum yang ditetapkan;
h. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
i. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat.
(4) Tempat evakuasi bencana untuk setiap jenis bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
a. Lokasi tempat evakuasi bencana meliputi :
1. Tempat evakuasi sementara (TES) untuk setiap bencana seluas 2,45 (dua koma empat lima) hektar terdapat di SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, dan B.5, SWP III.C Blok III.C.2 dan Blok III.C.4, SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.3; dan SWP III.E Blok III.E.1.
2. Tempat evakuasi akhir (TEA) seluas 2,18 (dua koma satu delapan) hektar terdapat di SWP III.A Blok III.A.1, SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.3, SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.4 dan Blok III.C.5, SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan SWP III.E Blok III.E.1.
b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50%; 
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,5; dan
3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 50%.
c. Ketentuan tata bangunan LP2B, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. Tinggi bangunan maksimal 5 meter; dan
2. Jarak bebas antar bangunan 2,5 meter.
d. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana meliputi :
1. kegiatan saat ini yang telah diperbolehkan selama tidak terjadi bencana atau keadaan darurat;
2. perkuat elemen-elemen struktur perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan struktur agar mampu menahan beban yang direncanakan; dan
3. kegiatan perlu didukung penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana sesuai standar dan peraturan perundang-undangan.
(5) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, seluas 742,93 (tujuh ratus empat puluh dua koma sembilan tiga) hektar, yang terdapat di SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3 Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2 dengan ketentuan :
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 40%;
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 1;
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 60%;
d. Ketinggian bangunan maksimal 12 meter;
e. Jarak bebas antar bangunan minimal 2,5 meter;
f. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
g. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air
h. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.
j. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
k. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air.
(6) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, seluas hektar, meliputi :
a. sempadan mata air seluas 6,66 (enam koma enam enam) hektar, yang terdapat di SWP III.B Blok 1 dan SWP III.C Blok III.C.3 dengan ketentuan :
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 2%;
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,02;
3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 98%;
4. Ketinggian bangunan maksimal 6 meter;
5. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menurunkan fugsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap mata air;
6. mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan mata air dan sempadan sungai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau;
7. menyediakan sistem pengelolaan sampah dan limbah agar tidak membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3;
8. Ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dalam radius 200 meter dari likasi pemunculan mata air;
9. pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah mata air; dan
10. pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan peraturan ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru, kecuali bangunan tidak mengalami kerusakan struktural pasca bencana dilaksanakan dengan ketentuan menyediakan akses publik menuju mata air, serta wajib menyediakan ruang terbuka hijau.
b. sempadan sungai seluas 18,31 (delapan belas koma tiga satu) hektar, yang terdapat di SWP III.A Blok III.A.4; SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6; SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4 dan Blok III.C.5; SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2 dengan ketentuan :
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 2%;
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,02;
3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal 98%;
4. Ketinggian bangunan maksimal 5 meter;
5. kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maskimal 50%, tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal;
6. mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan mata air dan sempadan sungai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau;
7. pelarangan kegiatan yang dapat menguangi daya serap air tanah terhadap air;
8. setiap bangunan yang ada wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 
9. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
10. pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; dan
11. pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan peraturan ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru, kecuali bangunan tidak mengalami kerusakan struktural pasca bencana dilaksanakan dengan ketentuan menyediakan akses publik menuju sungai, serta wajib menyediakan ruang terbuka hijau.
(7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 47 
(1) Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
a. ketentuan pelaksanaan insentif;
b. ketentuan pelaksanaan disinsentif; dan
c. ketentuan variansi pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat perangkat untuk :
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
(3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
(7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat diberikan dalam bentuk :
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
d. penghargaan.
(8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. pemberian kompensasi;
c. subsidi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham; 
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang:
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.
(9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
b. pengenaan kompensasi; dan/atau
c. penalti.
(10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
c. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(11) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan;
a. Lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat pada lebih satu zona pemanfaatan ruang kecuali Zona Lindung dan Sub-Zona Tanaman Pangan diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi;
b. Apabila lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang satu diantaranya Zona Lindung dan Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
c. Lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat Zona Ruang Terbuka Hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau melalui keputusan atas dasar kajian dan penilaian oleh Forum Penataan Ruang dengan mempertimbangkan berbagai landasan kebijakan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
d. Terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat pada seluruh zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan variansi pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)

Pasal 48 
(1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi:
a. conditional uses;
b. zona performa; dan
c. zona pengendalian pertumbuhan.
(2) Zona Conditional Uses yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Zona Conditional Uses dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat kepentingan yang nyata bagi kepentingan orang banyak atau kawasan perkotaan secara keseluruhan;
2. pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu fungsi ruang di sekitarnya; dan 
3. pemberian izin harus melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang.
b. Indikasi lokasi Conditional Uses berada di:
1. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.5;
2. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
3. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
4. SWP III.E Blok III.E.1.
(3) Zona Performa yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode d sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
a. Zona Performa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. menyediakan lahan dan/atau membangun ruang terbuka di antara GSJ dan GSB harus digunakan sebagai unsur penghijauan atau daerah resapan air hujan dan atau utilitas umum;
2. berbagai penggunaan menunjang pariwisata diperbolehkan dengan izin khusus;
3. pemberian perlindungan pada sumber daya alam diikuti dengan memberikan fleksibilitas dalam desain fasade bangunan; dan
4. pelestarian vegetasi untuk melindungi lahan basah, air permukaan dan lereng.
b. Indikasi lokasi zona performa berada di:
1. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4;
2. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
3. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
4. SWP III.E Blok III.E.2
(4) Zona pengendalian pertumbuhan yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Zona pengendalian pertumbuhan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. pemberian disinsetif pada pembangunan yang tidak sesuai dengan zonanya agar tidak merusak karakter lingkungan maupun bangunan; dan
2. penyediaan infrastruktur yang mendukung berkembangnya kawasan.
b. Indikasi lokasi pengendalian pertumbuhan berada di:
1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6;
3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4; dan
5. SWP III.E Blok III.E.1, Blok III.E.2.


BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 49 
(1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
(2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
(3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
(4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50 
(1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Paseh adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Rencana Detail Tata Ruang WP Paseh dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam skala yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang- undang;
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau 
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas territorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, Rencana Detail Tata WP Paseh dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pengembangan kawasan mempertimbangkan rencana induk (masterplan) atau rencana tapak (siteplan) yang disetujui pemerintah daerah.
(5) Pemecahan permasalahan pelaksanaan penataan ruang yang diakibatkan belum diaturnya suatu ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diselesaikan melalui mekanisme Forum Penataan Ruang atau pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Peraturan Bupati Sumedang tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Paseh tahun 2024-2044 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
[bookmark: _heading=h.3ygebqi]

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
(1) Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
(2) Izin pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan: 
a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin/kesesuaian tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; 
b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 
c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin/kesesuaian yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin/kesesuaian tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
(3) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Pejabat yang menetapkan dan mengundangkan:

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal
PJ BUPATI SUMEDANG,



HERMAN SURYATMAN


Diundangkan di Sumedang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR....
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Paseh.

	PJ BUPATI SUMEDANG,

	




	HERMAN SURYATMAN
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